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 ABSTRAK  

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 14/PID.SUS/2021/PN.MRS  

ATAS KASUS PENIMBUNAN MASKER MEDIS PADA MASA PANDEMI 

Pada masa maraknya pandemi corona virus disease 19, terjadi kenaikan harga pada 

masker yang merupakan salah satu kebutuhan penting pada masa pandemi. Bencana 

ini dilihat sebagai peluang yang sangat menguntungkan bagi para pedagang masker 

hingga beberapa oknum melakukan penimbunan masker medis di saat kebutuhan 

akan masker sangat tinggi. Berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2014 Tentang Perdagangan menyatakan bahwa “Pelaku Usaha yang menyimpan 

Barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu 

pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas 

Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)”. Namun, pada hakikatnya 

masker tidak termasuk dalam kebutuhan pokok ataupun barang penting pada 

undang-undang ini. Maka berangkat dari pemikiran diatas, Penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk menganalisa mengenai apakah para oknum penimbun masker 

medis disaat pandemi dapat dijerat pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan bagaimanakah pertanggungjawaban 

pidananya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian normatif 

melalui studi kasus putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN.Mrs dengan teknik 

pengumpulan data kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya 

berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.02/1/385/2020 masker 

merupakan suatu barang yang wajib digunakan bagi masyarakat yang berada di luar 

rumah. Berangkat dari hal tersebut maka keadaan ini menjadi keadaan yang 

insidental  dan masker pun menjadi barang yang penting bagi masyarakat guna 

mencegah penyebaran penyakit menular seperti Covid-19. 

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penimbunan Masker, Covid-19. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pada tahun 2019, dunia gempar akibat bencana berupa penyebaran corona 

virus disease 19 (Covid-19), yang mana pada Maret 2020 penyebaran dari virus ini 

sangat luar biasa hingga melintasi 118 negara dan menginfeksi lebih dari 121.000 

jiwa di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika, hingga World Health 

Organization (WHO) pun secara resmi pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan 

Covid-19 ini sebagai pandemi global. 1  Penyebaran virus ini pun tak hanya 

mengakibatkan krisis Kesehatan pada kehidupan masyarakat saja, namun juga 

berdampak pada perkembangan negara dan dalam berbagai aspek kehidupan 

lainnya sehingga negara-negara terdampak pun mengalami krisis sosial dan 

ekonomi selama masa pandemi ini.2   

Hal ini menjadi permasalahan serius terutama di Indonesia yang menjadi 

salah satu negara terdampak yang bahkan sudah menetapkan virus ini sebagai 

bencana nasional yang mana secara resmi dinyatakan oleh Presiden Republik 

Indonesia, Joko Widodo pada 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.3  

 
1  Ahmad Naufal Dzulfaroh, “Hari Ini dalam Sejarah: WHO Tetapkan Covid-19 sebagai 

Pandemi Global” https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-dalam-

sejarah--who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all, di akses 12 Agustus 2021. 
2  Adam Cathro, “COVID-19: Krisis yang membayangi negara-negara berkembang 

berpotensi menyebabkan krisis ekonomi dan memperparah kesenjangan” 

https://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home1/presscenter/pressreleases/2020/covid-19-

krisis-yang-membayangi.html, di akses 12 Agustus 2021. 
3 Danung Arifin, “Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional” 

https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional, diakses 12 Agustus 

2021. 

https://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home1/presscenter/pressreleases/2020/covid-19-krisis-yang-membayangi.html
https://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home1/presscenter/pressreleases/2020/covid-19-krisis-yang-membayangi.html
https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional
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Berbagai upaya preventif telah diupayakan oleh pemerintah, mulai dari adanya 

penerbitan pedoman kesiapsiagaan khusus menghadapi virus corona hingga 

melakukan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Peristiwa penyebaran 

virus ini membuat negara pun harus bersiap dengan situasi baru pada kehidupan 

masyarakatnya agar dapat terhindar dan memutus tali penyebaran virus ini.  

 

Gambar 1.1 

Grafik Jumlah Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia Hingga 6 Agustus 2021 

  

 

Semakin meluasnya virus ini mengakibatkan semakin banyak korban jiwa,  

 

 

 

 

Sumber: Kompas 2021.4 

Berdasarkan data dari grafik diatas, kasus terkonfirmasi Virus Covid-19 

kerap masih mengalami kenaikan, hingga tanggal 6 agustus bertambah 39.532 jiwa 

terkonfirmasi dengan total 3.607.863 kasus terkonfirmasi positif secara 

keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwasanya perlu penegakkan protokol 

kesehatan dengan lebih efektif agar dapat mengupayakan pemutusan penyebaran 

Virus Covid-19 ini. 

 
4 Jawahir Gustav Rizal, “Update Corona 7 Agustus 2021: Tren Kasus di Indonesia Meningkat 

dalam Seminggu Terakhir” https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/07/075645165/update-

corona-7-agustus-2021-tren-kasus-di-indonesia-meningkat-dalam, diakses 12 Agustus 2021. 

 

https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/07/075645165/update-corona-7-agustus-2021-tren-kasus-di-indonesia-meningkat-dalam
https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/07/075645165/update-corona-7-agustus-2021-tren-kasus-di-indonesia-meningkat-dalam
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Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan setiap individu dalam 

masyarakat untuk menghindari Covid-19 dan juga sebagai upaya memutus tali 

penyebaran Covid-19  sebagaimana yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan 

yakni seperti menggunakan masker sebagai alat pelindung diri yang menutupi 

hidung dan mulut hingga dagu apabila berada di luar rumah atau berinteraksi 

dengan orang lain yang status kesehatannya tidak diketahui, dengan teratur 

membersihkan tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan antiseptik 

berbasis alkohol/handsanitizer, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, dan 

menerapkan perilaku bersih dan sehat agar daya tahan tubuh dapat meningkat.5 

Selama pandemi ini, berbagai panduan kesehatan yang dibuat oleh 

pemerintah ataupun WHO yang salah satunya ialah anjuran mengenai penggunaan 

masker, membuat permintaan akan masker menjadi sangat tinggi karena 

pembeliannya mulai intens dilakukan. Selain itu, hal ini juga memicu panic buying 

di kalangan masyarakat.  Tragedi panic buying yang dinyatakan oleh Dewan 

Penasihat HIPPINDO terbagi atas tiga  periode yaitu pertama terjadi pada 2 Maret 

2020 yang mana terdapat kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia, kedua 

terjadi pada 14-16 Maret 2020 yakni pada saat mulai ada himbauan untuk berkerja 

dari rumah, dan ketiga saat beredarnya informasi mengenai rencana lockdown yakni 

pada tanggal 19 Maret 2020.6 Namun, peristiwa ini pun kerap dimanfaatkan dan 

dijadikan peluang oleh beberapa oknum yang melakukan penimbunan masker 

 
5 Indonesia, Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang 

Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan 

dan Pengenadalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Nomor HK.01.07/menkes/382/2020. 
6 Agung Minto Wahyu, et al., “Perilaku Panic Buying Mengiringi Kemunculan Covid-19? 

Sebuah Studi pada Awal Pandemi di Indonesia,” Jurnal Humanitas Vol. 5 No. 1 (April 2021), hlm. 

78. 
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dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menyebabkan 

kelangkaan dan tingginya harga masker.  

Tabel 1.1 

Jumlah Kasus Penimbunan Masker yang ditangani Mabes Polri dan Jajaran  

Pada April 2020  

 

Tempat Jumlah Kasus 

Polda Metro Jaya 6 

Sulawesi Selatan 2 

Jawa Timur 4 

Jawa Barat 3 

Kepulauan Riau 2 

Jawa Tengah 1 

Sumber: Liputan 6.7 

Pada tanggal 1 April 2020, Mabes Polri dan jajaran telah menangani 18 kasus 

penimbunan masker dan handsanitizer, yakni sebagaimana tercantum pada tabel 

diatas enam kasus ditangani di Polda Metro jaya, dua kasus ditangani di Sulawesi 

Selatan, empat kasus di Jawa Timur, Tiga Kasus di Jawa Barat, dua kasus di 

Kepulauan Riau, dan satu Kasus di Jawa Tengah. Salah satu kasus penimbunan 

tersebut telah dilakukan penyelidikan dan ditindak lebih lanjut ialah yang terjadi di 

kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana dari hasil penggerebekan, 

telah disita sebanyak 290 kotak residen berisikan 14.280 lembar masker yang siap 

diedarkan namun dimanfaatkan untuk meraih keuntungan oleh para pelaku karena 

permintaan pasar yang tinggi dan terjadinya kelangkaan masker.8 

 
7  Adi Anugrahadi, “Polri Usut 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer” 

www.Liputan6.com, diakses pada 13 Agustus 2021. 
8  Ihwan Fajar, “Kasus Penimbunan Masker dilimpahkan ke Polres Maros” 

https://www.tagar.id/kasus-penimbunan-masker-dilimpahkan-ke-polres-maros, diakses pada 14 

Oktober 2021.  

https://www.tagar.id/kasus-penimbunan-masker-dilimpahkan-ke-polres-maros
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Penimbunan yang dilakukan oleh para oknum di masa pandemi ini, 

merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Perdagangan yang berbunyi: 9 

Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau 

Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi 

kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas 

perdagangan barang. 

 

ketentuan pidana pelaku penimbunan pun diatur juga dalam Undang-Undang 

Perdagangan bahwa:10 

 Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang 

penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan 

Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan Barang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 

50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 

 

Kemudian juga, penimbunan masker ini telah melanggar Pasal 98 ayat (1) 

dan (2) Undang-Undang Kesehatan yang mengatur bahwa:11 

(1) sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus aman, berkhasiat/ bermanfaat, 

bermutu dan terjangkau. 

(2) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang 

mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan 

mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. 

 

Yang mana ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang 

Kesehatan bahwa:12 

Setiap orang  yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan 

farmasi dan/alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau 

persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 
9 Indonesia, Undang-Undang Perdagangan, UU No. 7 Tahun 2014, LN No. 45 Tahun 2014, 

TLN No. 5512, Ps. 29 ayat (1). 
10 Ibid., Ps. 107. 
11 Indonesia, Undang-Undang Kesehatan, UU No. 36 Tahun 2009, LN No. 144 Tahun 2009, 

TLN No. 5063, Ps. 98 ayat (1) dan (2). 
12 Ibid., Ps. 196. 
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Namun, perdebatan pun muncul terkait pemidanaan penimbunan masker ini, 

dikarenakan tidak tergolongnya masker sebagai barang kebutuhan pokok/ barang 

penting dalam Undang-Undang Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

yang mengatur mengenai Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok 

dan Barang Penting yakni Presiden Nomor 71 Tahun 2015. Sementara, 

sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Menteri Kesehatan mengenai 

Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun untuk 

Mencegah Penularan Coronavirus Disease 19, masker dapat dikatakan sebagai 

suatu barang penting yang wajib digunakan untuk menjaga kesehatan dan sebagai 

salah satu sarana pendukung upaya penghindaran penularan Covid-19.  

Penimbunan masker di masa pandemi ini merupakan suatu kejahatan yang 

sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Terlebih lagi pertanggungjawaban 

pidana bagi penimbun masker ini sempat menjadi sebuah polemik. Maka, dirasa 

perlu untuk dilakukan penelitian terkait hal ini yang akan dilakukan penulis melalui 

analisis dengan satu putusan yakni Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN. Mrs 

dimana dalam putusan tersebut diketahui terpidana atas nama Budi Prokoso 

Ramadhan (26 Tahun) melakukan tindak pidana menyimpan bahan kebutuhan 

pokok/dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi 

kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau lalu lintas perdagangan barang dengan 

cara menyimpan dan mengumpulkan masker dan menjualnya dengan harga diatas 

normal yakni Rp. 220.000 perkotak sementara kebutuhan masker pada bulan 

Februari hingga Maret Tahun 2020 sangat tinggi dan persediaan di pasaran banyak 

yang habis. Perbuatan terdakwa ini pun didakwakan oleh penuntut umum dengan 

Pasal 107 Jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perdagangan dan divonis penjara 
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selama 8 bulan.13 Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai kasus 

tindak pidana penimbunan masker melalui karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis 

Putusan Hakim No. 14/Pid.Sus/2021/PN. Mrs. Atas Kasus Penimbunan 

Masker Medis Pada Masa Pandemi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam  penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Atas Kasus Penimbunan 

Masker Medis  Pada Masa Pandemi dalam Putusan No. 

14/Pid.Sus/2021/PN. Mrs?  

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Atas Kasus Penimbunan 

Masker Medis Pada Masa Pandemi dalam Putusan No. 

14/Pid.Sus/2021/PN. Mrs 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hukum hakim 

atas kasus penimbunan masker medis pada masa pandemi dalam Putusan 

No. 14/Pid.Sus/2021/PN. Mrs. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana atas 

kasus penimbunan masker medis pada masa pandemi dalam Putusan No. 

14/Pid.Sus/2021/PN. Mrs. 

  

 
13 Pengadilan Negeri Maros, Putusan  No. 14/Pid.Sus/2021/PN.Mrs., hlm 6-7. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu hukum dan pengetahuan mengenai 

pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam suatu tindak pidana 

khususnya dalam tindak pidana penimbunan barang yang tidak 

termasuk dalam kategori barang pokok/barang penting dalam Undang-

Undang Perdagangan.  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah :  

a. Bagi Masyarakat  

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat 

sebagai sarana informasi dan pengetahuan mengenai 

pertanggungjawaban pidana penimbunan masker kesehatan saat 

keadaan pandemi. 

b. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah 

dan Aparat Penegak Hukum dalam rangka peninjauan Undang-

Undang yang masih kurang selaras dan dalam rangka penanggulan 

tindak pidana penimbunan barang dalam praktik perdagangan. 
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E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada penelitian ini, penulis membatasi pada pembahasan 

mengenai analisis pertanggungjawaban pidana penimbun masker pada masa 

pandemi yang nantinya akan di analisis berdasarkan unsur-unsur pemidanaan dan 

aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pemidanaan penimbunan masker 

pada masa pandemi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan No. 

14/Pid.Sus/2021/PN. Mrs.  

F. Kerangka Teori 

Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam menjawab rumusan 

masalah dalam penelitian ini ialah: 

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu prinsip dasar dalam lingkup 

hukum Pidana. Van Hamel mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai 

suatu keadaan yang normal pada psikis yang membawa tiga kemampuan 

yakni mampu dan paham dalam memaknai  suatu akibat dari perbuatan yang 

dilakukan oleh diri sendiri, mampu untuk sadar bahwa suatu perbuatan yang 

dilakukan itu merupakan suatu hal yang bertentangan dan tidak dibenarkan 

dalam masyarakat, dan mampu untuk sadar dalam menentukan perbuatan 

yang akan dilakukan.14 Sementara Simons menyebut pertanggungjawaban 

pidana sebagai kemampuan bertanggungjawab dan mengartikannya sebagai 

suatu keadaan psikis yang sedemikian rupa sehingga dapat dibenarkannya 

suatu upaya pemidanaan, yang mana seorang pelaku tindak pidana dapat 

 
14 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip – Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 

2015), hlm. 121. 
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bertanggungjawab ketika pelaku mampu mengetahui secara sadar bahwa 

perbuatannya bertentangan dengan hukum dan apabila dengan kesadarannya 

tersebut ia mampu menentukan kehendaknya.15 

Pertanggungjawaban pidana juga dapat diartikan sebagai kesalahan dalam 

arti luas atau merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. 16  Dalam 

pertanggungjawaban pidana ini, terdapat dua teori yakni teori monistis oleh 

Simon dan teori dualistis oleh Herman Kotorowics. Menurut teori monistis, 

strafbaar feit atau unsur tindak pidana ialah sifat melawan hukum dan 

kesalahan. 17  Sedangkan teori dualistis memisahkan unsur tindak pidana 

dengan pertanggungjawaban pidana sehingga penentu dalam 

pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan.18 

Orang yang telah melakukan suatu perbuatan memungkinkan ia akan 

dipidana, hal tersebut bergantung pada ada atau tidaknya kesalahan yang 

melekat pada orang tersebut. Apabila padanya memang didapati kesalahan, 

maka akan dipidana. Namun, apabila padanya tidak didapati kesalahan meski 

telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan dianggap buruk, asas 

“tiada pidana tanpa kesalahan” akan menjadi dasar daripada dipidananya si 

pembuat.19  

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada ditemukan atau 

tidaknya kesalahan yang dilakukan (liability based on fault), bukan hanya 

 
15 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 85. 
16 H.M. Hamdan, “Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHAP”, USU Press 

(2010) hlm. 59.  
17 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 346. 
18 Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2010), hlm. 64. 
19 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertangungjawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 

1983), hlm. 75. 
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karena telah terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang dikenakan. 

Oleh karena itu, kesalahan tidak hanya dipandang sekedar faktor psikologis 

dalam tindak pidana, melainkan dianggap sebagai faktor penentu 

pertanggungjawaban pidana.20 Berbicara mengenai asas tiada pidana tanpa 

kesalahan, terdapat pandangan Moeljatno yang disebut dualisme dalam 

hukum pidana Indonesia, pada hakikatnya pandangan ini membedakan antara 

tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya terbatas 

mengenai “perbuatan” sedangkan mengenai pertanggungjawaban yang dapat 

dikenakan ialah persoalan lain.21 Tindak pidana tetap dapat dikatakan ada 

perbuataannya meskipun dilihat dari sisi lain terdakwa bahwa ia tidak pantas 

dipidana. Meskipun tindak pidana telah dilakukan si pembuat, tetapi tidak 

didapati kesalahan pada pembuatnya maka karenanya tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. Maka melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu 

berarti orang tersebut bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban 

pidana atas hal tersebut.22  

2. Teori Putusan Hukum oleh Hakim 

     Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

dan UUD 1945 mengatur mengenai pokok kekuasaan kehakiman. Jaminan 

terhadap adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas juga telah diatur di 

dalam UUD 1945. Hal ini tercantum pada Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan 

 
20 Chairul Huda, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban 

Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 4. 
21 Moeljatno, Asas–Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1952), hlm. 5. 
22 Ibid., hlm. 6. 
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Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, yang berbunyi:23 

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara 

Hukum Republik Indonesia. 

 

Kemudian ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa :24 

Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 

dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 

oleh sebuah mahkamah konstitusi. 

 

Sebagaimana ketentuan di atas, terdapat ketentuan yang berarti bahwa 

terkecuali pada hal-hal yang diatur di dalam UUD 1945, kekuasaan 

kehakiman ini bebas dari segala intervensi pihak kekuasaan diluarnya yang 

mana disebut sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka. Namun, 

kebebasan yang melekat pada kekuasaan kehakiman juga tidak mutlak karena 

hakim wajib untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, 

sehingga putusan hakim pada masing-masing perkara  dapat merefleksikan 

keadilan bagi rakyat Indonesia. Kebebasan hakim juga perlu memperhatikan 

terkait kedudukan hakim yang tidak berpihak pada siapapun (impartial jugde) 

sebagaimana ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  

 
23 Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 

Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 1 ayat (1). 
24 Ibid., Ps. 24 ayat (2). 
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Istilah tidak berpihak pada siapapun disini tidak dapat juga diartikan 

sebagai tidak berpihak secara umum, karena dalam menjatuhkan putusannya 

hakim memang sudah seharusnya memihak yang benar. Dalam hal ini, 

memihak tidak diartikan sebagai tidak berat sebelah saja dalam pertimbangan 

dan penilaiannya. Lebih tepatnya ialah yang sebagaimana dirumuskan dalam  

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada 

Pasal 5 ayat (1) berbunyi :25 

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-

bedakan orang. 

 

Dalam memberikan suatu keadilan hakim terlebih dahulu harus 

menelaah mengenai kebenaran perkara yang diajukan kepadanya yang 

kemudian nantinya akan dievaluasi dan dikaitkan dengan hukum dan aturan 

yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan atas perkara 

tersebut. Kemudian, seorang hakim juga dianggap mengetahui hukum 

sehingga ia tidak dapat menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu 

perkara yang diajukan kepadanya.  

Seorang Hakim dalam menentukan putusannya, amarnya mempunyai 

tiga sifat yaitu Pemidanaan (verordeling), putusan bebas (vrijspraak), dan 

putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging). 

Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pemidanaan ialah apabila hakim 

atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan Tindak Pidana yang 

didakwakan.26 Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Putusan Bebas ialah 

 
25 Ibid., Ps. 5 ayat (1). 
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jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di dalam persidangan  

terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas 

perbuatan yang didakwakan dan Berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP 

putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila telah terbuktinya perbuatan 

yang didakwakan kepada terdakwa, namun perbuatan yang dilakukan bukan 

merupakan suatu tindak pidana. 27 

Kemudian, hakim juga diperkenankan untuk melakukan penemuan 

hukum, didalam menemukan hukum diperkenankan untuk melihat pada 

yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Namun, 

dalam memberikan putusan hakim tidak hanya mengacu pada yurisprundesil 

dan doktrin saja, melainkan wajib juga untuk menggali, mengikuti, serta 

memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 

normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ialah penelitian yang dilakukan 

dengan cara mengkaji berbagai aspek seperti teori hukum dan mengkaji 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan 

dengan jawaban atas isu hukum dalam penelitian. Metode penelitian normatif 

juga merupakan penelitian doktrinal (Doctrinal Research), yakni penelitian 

 
27 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, 

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 194. 
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yang menelaah baik hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum 

sebagai suatu kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan suatu perkara 

hukum. 

2. Pendekatan Penelitian  

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa pendekatan penelitian, 

yaitu: 

a. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) 

Pendekatan perundang-undangan atau statute approach adalah 

pendekatan yang dilakukan dengan meninjau semua Peraturan 

Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.28 

Pada penelitian ini, penulis memilih untuk melakukan penelitian 

dengan pendekatan Perundang-Undangan atau statue approach dengan 

cara menganalisis Peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan 

Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan isu hukum dalam 

penelitian penulis. 

b. Pendekatan Kasus (case approach) 

Penelitian ini juga menggunakan pedekatan kasus yang ditujukan untuk 

mengkaji penerapan norma-norma atau aturan hukum yang dilakukan 

dalam praktik hukum.29 Kasus yang telah penulis uraikan dalam latar 

belakang masalah yakni mengenai penimbunan masker medis pada 

masa pandemi yang dikaitkan berdasarkan Putusan Nomor 

 
28 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 

2009), hlm. 93. 

  29  Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-III. 

(Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 304. 
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14/Pid.Sus/2021/PN. Mrs dan pendekatan perundang - undangan yang 

berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

3. Sumber Bahan Hukum 

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengumpulan bahan hukum secara kualitatif. Bahan hukum kualitatif ialah 

bahan hukum yang disusun bukan dalam bentuk angka melainkan dalam 

bentuk kata verbal.30 Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 

ini ialah, bahan sekunder karena sesuai dengan penelitian yuridis normatif 

yang didapatkan melalui cara membaca, mengambil dan mempelajari segala 

bahan  

yang berkaitan dengan penelitian, yang terdiri atas: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan yang 

bersifat yuridis yang digunakan untuk mengkaji persoalan hukum, antara lain 

seperti peraturan perundang-undangan sebagai berikut :  

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. 

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan 

Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. 

4) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana 

Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana 

Nasional. 

 
30 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rekesarasin, 2008), 

hlm. 2. 
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5) Surat Edaran Nomor HK.02.02/1/385/2020 Tentang Penggunaan Masker 

dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun Untuk Mencegah 

Penularan Coronavirus Desease 19. 

6) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi 

Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019. 

7) Putusan Pengadilan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN. Mrs. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yang 

mana terdiri dari buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, dan artikel yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.31 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merupakan bahan hukum 

penunjang yang memberikan suatu petunjuk dan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum ini berupa kamus 

hukum, majalah, jurnal, ensiklopedia, koran, dan jurnal-jurnal ilmiah yang 

berhubungan langsung dengan penelitian ini.32 

 

 
31 Sri Mamudji,  Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 

hlm. 13. 
32 Ibid., hlm. 14. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan  

Penulis menggunakan teknik studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan 

sekunder. Penulis melakukannya dengan cara membaca dan memahami 

peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah 

para sarjana, kamus-kamus, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas.33 

 

5. Teknik Analisis Bahan  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, 

yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, 

dengan cara mendeskripsikan, menjabarkan, dan menginterpretasikan bahan 

penelitian yang berkualitas dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, 

runtut, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga memudahkan 

pemahaman dan interpretasi bahan penelitian. 34  Penggunaan analisis 

kualitatif akan digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana 

dan pertimbangan hakim atas putusan mengenai kasus penimbunan masker 

pada putusan No. 14/Pid.Sus/2021/PN.Mrs yang kemudian dihubungkan 

dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan 

permasalahan, dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh 

hasilnya. 

 

 
  33 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 

229. 
34 Marzuki, Penelitian Hukum, hlm 127. 
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dalam skripsi ini, teknik penarikan kesimpulan didapat dari data-data yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan dan akan ditarik kesimpulan 

mengunakan metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari 

data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.35  

 
35 Ibid, hlm. 202. 
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